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Mengembangkan E-Government di Daerah” dapat hadir sebagai
salah satu kontribusi penting dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen) senantiasa

berkomitmen untuk melahirkan karya akademik yang relevan dengan kebutuhan
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dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan visi Indonesia
Emas 2045. Dalam konteks daerah, termasuk Enrekang, digitalisasi pemerintahan
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Saya percaya, buku ini akan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi,
mahasiswa, aparatur pemerintah, maupun masyarakat luas. Tidak hanya sebagai
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pemerintahan, dan transformasi digital.
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